BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMODR : 15 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN KATINGAN

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI KATINGAN

a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang terdapat
dalam BAB XllI Pasal 30 perihal Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan, maka perlu pengaturan
Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan,
Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten
Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten
Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4180);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negzara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);




4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 fentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

7. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan [Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomior 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10.Peraturan. Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan  yang menjadi
kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);

11.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2009 Nomor 1);

12.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2011 Nomor 8);



Menetapkan

13.Peraturan Menteri Nomor Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,

14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI KABUPATEN

KATINGAN

BAB |
KETENTUAN UNIUM

Pasal 1

Dalam Feraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Katingan;

Pemeintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Bupati adalah Bupati Katingan;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan;

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya
disebut BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak
atas tanah dan/atau bangunan;

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan
atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas
tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan;

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan dia‘tésnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan bangunan;



9.

Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

10.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang

11.

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap;

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat Lelang,
adalah pihak yang berwenang menerbitkan Akta Pemindahan
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

12.Benclahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk

untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawaban uang pendapatan daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan;

13.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional

yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit

kerja SKPD;

14.Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang

15.

16.

menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

Dokumen terkait Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan
adalah dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan
hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini
dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah,
surat waris, dan lain-lain yang memiliki kekuatan hukum;

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya
disingkat SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan
hak atas tanah dan/atau bangunan;



17 Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan dari satu pihak ke pihak lain;

18.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan
besarriya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

1 Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh
rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima,
menatausahakan, dan melaporkan penerimaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan;

2. Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan;
b. Prosedur pembayaran BPHTB;
c. Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
( SSPD BPHTB );
d. Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan;
g e. Prosedur pelaporan BPHTB;
Prosedur penagihan;
g. Prosedur pengurangan.

3. Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
a adalah prosedur penyiapan rancangan akta pemindahan hak
atas tanah dan/atau bangunan sekaligus penghitungan besar
BPHTB terutang Wajib Pajak;

4. Prosedur BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan
oleh Waijib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB;

5.  Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah
prosedur verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Katingan atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya;



Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
d adalah prosedur pendaftaran akta ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan dan penerbitan akta oleh Pejabat Pembuat Akta

Tanah (PPAT),

Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
adalah prosedur pelaporan realisasi penerimaan BPHTB dan
akta pemindahan hak;

Prosedur penetapan Surat Tagihan, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)/ Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), dan Surat
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah
prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB,
SKIPDKB/SKPDKBT, dan Surat Teguran yang dilakukan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;

Prosedur penetapan  Surat  Keputusan Pengurangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur
penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTB yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 3

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Katingan harus mempersiapkan fungsi yang dibutukan,
meliputi

a. Fungsi pelayanan;

b. Fungsi data dan informasi; dan

c. Fungsi pembukuan dan pelapcran

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam
tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses
penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB;

Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek
pajak;

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan
Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan
dari pihak-pihak lain yang ditunjuk;



BAB Il
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Bagian Pertama

Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

1. Waijib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) atau Pejabat lelang sesuai peraturan perundangan,

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan
penelitian atas objek pajak yang haknya dialihkan.
Pasal 5

1. Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT),

2.  Tata cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam
lampiran | yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Katingan.

Bagian Kedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

1. Waijib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setorzn Pajak Daerah BPHTB;

2. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Wajib Pajak melalui Bank atau Tempat Lain yang ditunjuk
atau Bendahara Penerimaan pada Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan;

3. Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran Il yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan.



Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTE
Pasal 7

Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Fungsi
Pelayanan,; -

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
2. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB ;

dan
b. Kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

Jika diperlukan, penelitian sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan pemeriksaan lapangan;

Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah
sebagaimana tercantum dalam lampiran 1l yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati Katingan.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak
Pasal 8

Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau
pendaftaran pemindahan Hak &atas Tanah kepada Kepala
Kantor Bidang Pertanahan;

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan dapat
melakukan kerjasama dengan Kantor Bidang Pertanahan
dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak;

Tata cara pendaftaran Akta adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Katingan.
Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9

Pelzporan BPHTB dilaksanakan oleh Fungsi Pembukuan dan
Pelaporan;



Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi
tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan
BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau
Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT;

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan
penerimaan BPHTB dari Bank yang ditunjuk/Bendahara
Penerimaan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya;

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan
pernbuatan akta Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
dari Pejabat Pembuat Akta Tanah paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya;

Tata cara pelaporan Akta adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Katingan.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB
Pasal 11

Prosedur penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang
yang belum dibayar oleh Wajib Pajak;

Prosedur penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah
(STPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
(SKPDKB) BPHTB dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) BPHTB;

STPD dan/atau SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika
diperlukan;

Tata cara penagihan BPHTB sebagaimana tercantum dalam
lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Katingan.



Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB
Pasal 12

1. Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan
disampaikan kepada Fungsi Pelayanan untuk diteliti;

2. Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Tata cara pengurangan BPHTB adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran VIl yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

Katingan.
BAB IV

FASILITASI
Pasal 13

1.  Kepala SKPD melakukan fasilitas pelaksanaan Peraturan
Bupati Katingan;

2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup
mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan
sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan
asizstensi untuk kelancaran penerapan peraturan Bupati
Katingan.

Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB diatur dalam
Keputusan Bupati Katingan.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Katingah.

ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 2 Agustus 2011

Diundangkan di Kasongan
padatanggal 2 pgustus 20711
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA
PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM
Prosedur pengurusan akta pemidahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta dokumen legal penerimaan hak atas tanah
dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib Pajak selaku peneriman hak atas tanah

dan/atau bangunan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai pihak yang
menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan.

Dalam prosedur ini, Pejabat Pembuat Akta Tanah akan memeriksa kebenaran dan
kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen dan data terkait objek pajak di Kantor

Bidang Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT
1. Waijib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas tanah
dan/atau bangunan yang diperolehnya. Dalam prosedur ini Wajib Pajak menyiapkan dan
menyerahkan dokumen pendukung terkait pemindahan hak atas tanah dan/atau

bangunan.

2. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Merupakan pihak yang mempuyai otoritas dalam pengelolaan keuangan daerah, yang

secara organisasi dapat berbentuk Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda ). Dalam
prosedur ini Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dan bekerjasama dengan PPAT
dalam menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB).

3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB terutang dan

menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT ialah Camat atau Notaris.
Dalam prosedur ini PPAT bertugas dan berwenang untuk :

= Memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan;
* Menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Kepala Kantor Bidang Pertanahan
Merupakan Pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah wewenangnya.

Dalam prosedur ini, Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang
dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) menyiapkan dokumen
pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini
menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara
kedua belah pihak. Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat
hibah, surat waris, dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau tanah bangunan. Dokumen ini juga dapat
disertai dengan dokumen pendukung lainnya.

Wajib Pajak kemudian mengajukan permohonan pengurusan Akta pemindahan hak atas
kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT. Wajib Pajak menyerahkan
permohonan pengurusan Akta kepada PPAT dilampiri dengan dokumen pendukung terkait

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan akta dan dokumen
pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dari Wajib Pajak. PPAT lalu
memeriksa kelengkapan dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen yang diterima
telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan pemeriksaan data objek pajak
kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, maka Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data yang
dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan meyerahkan data objek pajak kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT kemudian
memeriksa kebenaran data objek pajak dengan membandingkan dokumen pendukung
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor
Bidang Pertanahan. Jika diperlukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan

melakukan observasi lapangan.

Langkah 5

PPAT menyiapkan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dokumen ini
merupakan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan yang belum
ditandatangani oleh PPAT. PPAT kemudian meyimpan draft Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat Setoran Rajak
Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan Daerah.




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 1
( SSPD - BPHTB )

Untuk Wajib Pajak
Sebagai Bukti

BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Pembayaran

B | PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
2 DINAS PENDAPATAN DAERAH

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

Nama Wajiby Pajak

T T mEn i —————

Blok/Kav/Nomor

. Alamat Wajib Pajak
5. RT/RW : 6. Kecamatan

. Kelurahan/Desa ? :
. Kabupaten/Kota 4 8. Kode Pos s EE[]:D
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak PBE

o (10 00 [0 OO0 [T CT1 e

Blok/Kav/Nomor

. Lokasi Objek Pajak
Kelurahan/Desa 4. RT/RW : 5. Kecamatan

. Kabupaten/Kota : Kode Pos 3 [:Dj:]j

Penghitungan NJOP PBB :

jisi ) Diisi berdasarkan SPPY PBB tahun terjadinya
Objek Pajak Diisi luas tanah dan a'tau bangunan Luas x NJOP PBB / m?
yang haknya diperoleh perolehan hak/Tahun .........
18 7. Luas Tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)/mZ (angka 7 xangka 9)
" |Tanah (bumi) ;
. m"” RP.  coreereresessmsnnnnisseissessssiesscanscissanss 11. |Rp.
8. Luas bangunan 10. NJOP bzmgunan/mz (angka 8 x angka 10 )
Bangunan 5
..... m* Rp. 12. Rp.
{angka 11 x angka 12)
NJOPPBB: | - 13. lRp
14, Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan : Dj Diisi sesuai petunjuk pengisian SSB
15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pasar RP:  vuevemommnsensssssssonmsasansassnssnnsfinsnsinsbinssdsis
16. Nomor Sertifikat Tanah : r [ [ [ l [ l l l I I I I I j ‘ l [ ! i
(. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1 5
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) P 3
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1-angka2 3 5
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang S% x angka 3 4 S
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5 %
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 >

D Jumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )
D a. Penghitungan Wajib Pajak

4 D b. STB/SKBKB /SKBKBT *) Nomor

D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi

T

*) Coret yang tidak perlu

b
‘ Jumlah Pembayaran ; RD ucsssasimmmnimmiiminmsnsimisissessa i
5 [ [EToT-Con——
, MENGETAHUI : DITERIMA OLEH :
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAIIB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *) R E 1y R
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
anya diisi oleh
petugas Dinas Nomor Dokumen : ’ l l , ] ] [ ’ I ] ] [ | ] l J [ I } J

;endapatan Daerah

voremsnas | ] 1) O] CLL) O] CETTT




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 2
( SSPD - BPHTB))

Untuk PPAT / Notaris
Sebagai Arsip

BERFUNGS| SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OB.EK PAJAK

ERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOF PBB )

Nama Wajib Pajak

NPWP : ED r I l J I I l l D ‘7 [ { I l | Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Blok/Kav/Nomor :

Alamat Wajib Pajak
Kelurahan/Desa 3 5. RT/RW : 6. Kecamatan

Kabupaten/Kota 2 8. Kode Pos ; D:D:]

ww - (00 (0O [T 00 OO0 OO0 O

. Lokasi Objek Pajak : Blok/Kav/Nomor :

Kelurahan/Desa 4. RT/RW : 5. Kecamatan

. Kabupaten/Kota i Kode Pos : D:D:[

Penghitungan NJOP PBB :

jisi b Diisi berd kan SPPT PBB tahun terjadinya
- [Objek Pajak Diisi luas tanah dan atau bangunan lisl berdasarkan : ahurn terjadiny. Luas x NJOP PBB / m?
i yang haknya diperoleh perolehan hak/Tahun ........
7. Luas Tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)/m’ (angka 7 x angka 9)
- |Tanah (bumi) B
N e TSP OO m R smesssvpummsesmmssosssvomuss s ssnssgrnes 11, RP.  sonsmasemwmeissmmes
b
: 8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/mz (angka 8 x angka 10)
Bangunan 5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m R sssvomsimscosmmmmsccsmmmmonnmmstanmammensn snssspmetos 12. Rp
(angka 11 x angka 12 )
NJOPPBB:| 13. IRp. ............................................
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan : [:D Diisi sesuai petunjuk pengisian SSB
. 15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pasar !RT). ...........................................................
; 16.Nomor$ertiﬁkatTanah:| J ] ] ] l ] ] I ] ] l } ] l ] , ‘ IJ
I PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupich
: Nilai Perolehan Objek Pajak { NPOP ) 1 >
~ Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 >
" Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1-angka 2 3 >
" Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 >
; Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5 >
! Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 >
- Jumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )
D a. Penghitungan Wajib Pajak
D b. STB/SKBKB /SKBKBT *) (175111 1o (S S — Tanggal:
D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : E D 9%
T
: *) Coret yang tidak perlu
[ Jumlah Pembayaran @ RP oot
TEtDIIGNE § sossusssupnnmsvomenon ey voavs s s oo S50 T A SR SRS VSR SR VA VS RSN s
MENGETAHUI : DITERIMAGLEH: ] scewemmmomsonmsomonns AEl e
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEIABAT LELANG TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAIJIB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *) Tanggal @ oo
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
nya diisi oleh N

pusons Bl lomorovamen HEpEEREEEEnREEENREER
NOP PBB Baru l[]{{]l’[][llllll[l[JlJD
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Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi. Maka PPAT
menghitung nilai BPHTB terutang. PPAT kemudian mengisi informasi objek pajak dan nilai
BPHTB terutang ke dalam formulir Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah
mencantumkan informasi yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat setoran Pajak
yang digunakan oleh Wajib Pajak urituk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus
untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB terdiri atas 6 lerbar, dengan perincian sebagai berikut :
= lembarl:

Untuk Wajib Pajak
= [embar2:

Untuk PPAT sebagai Arsip

= Lembar3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.

» |lembar4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD BPHTB.

* lembar5:
Untuk Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi

r Pembukuan/ Pelaporan.

Langkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi dari PPAT.




LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDDUR PEMBAYARAN BPHTEB OLEH PENERIMA
HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB terutang melalui

Bank yang Ditunjuk/ Bendahara Penerimaan.

Dalam prosedur ini wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran
dengan melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank yang ditunjuk atau
secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT
1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB sebagai dasar
bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan membantu melakukan

perhitungannya.
3. Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak.
Dalam prosedur ini Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan berwenang untuk :

* Menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

* Memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;

* Mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;

* Menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan

= Mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB ( SSPD BPHTB ) yang telah diisi. Surat Setoran BPHTB merupakan surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak




yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Surat
Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian sebagai berikut :

= |embarl:
Untuk Wajib Pajak
* lembar2:
Untuk PPAT sebagai Arsip

= Lembar3:
Untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai Lampiran Permohonan Pendaftaran.

= |lembar4:
Untuk Fungsi Pelayanan sebagai Lampiran Permohonan Penelitian SSPD BPHTB.

= |embar5:
Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai arsip.

* Lembar6:
Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerimaan sebagai laporan kepada Fungsi

Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak dan PPAT menandatangani
SSPD BPHTB tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank yang Ditunjuk /Bendahara
Penerimaan. Pada saat yang bersamaan, Wajib FPajak kemudian membayarkan BPHTB
terutang melalui Bank yang ditunjuk/Bendahara penerimaan.

Langkah 3

Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan rmenerima SSPD BPHTB dan uang
pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk/Bendahara
Penerimaan kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan kesesuaian
besaran nilai BPHTB terutang dengan uamh pembayaran yang diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan menandatangani SSPD BPHTB. Lembar 5 dan
6 disimpan sedangkan lernbar 1-4 dikembalikan ke Wajib Pajak.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN lembar 6
( SSPD - BPHTB )
Untuk Bank yang
Ditunjuk / Bendahara
b EMERINTAH KABUPATEN KATINGAN BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Penerimaan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PAJAIK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB)

. Nama Wajib Pajak

I ] _] D r [ r ] I l Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Blok/Kav/Nomor :

. NPWP

. Alamat Wajib Pajak

. Kelurahan/Desa 5. RT/RW : 6. Kecamatan

. Kabupaten/Kota 8. Kode Pos D:Dj:l
Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pdjak PBB
pada SPPT PBB

 NoP BB CT1 L ERREREEEEEE

. Lokasi Objek Pajak Blok/Kav/Nomor :

. Kelurahan/Desa 4. RT/RW : 5. Kecamatan

. 6. Kabupaten/Kota Kode Pos EED__—I__—_‘

 Penghitungan NJOP PBB :

g jisi ) Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
. |objek Pajak Diisi luas tanah dan a'tau bangunan ] y Luas x NJOP PBB / m?
- yang haknya diperoleh perolehan hak,Tahun .........
i 7. Luas Tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)/mZ (angka 7 x angka 9)
| |Tanah (bumi) 5
O O g e ot m BB covmsomesnsmmsesonsseonsisinsis SRR EREE9RS
i 8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m2

Bangunan 2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, m 124 o T T e e

| 14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan :

15.Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pasar

[TTTTTTTT I Il 1]

~16. Nomor Sertifikat Tanah : l——! ] l

. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1

Y

g Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak { NPOPTKP )

N

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1 - angka 2

5% x angka 3

Y |V |V

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4

Y

Lo 2 NN O I ¥ =N VS )

v

. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

' Jumlah Setoran berdasarkan : { Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )
D a. Penghitungan Wajib Pajak

NOMOI & rrrrreeeirrreereieneeeenes 1ANBEBALD i

D b. STB/SKBKB/SKBKBT *)

[:] c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi

0«

i ) Coretyang tidak perlu

: Jumlah Pembayaran : Rp

T OT DI AT s vusrusssegpvesvssmmsavsisss sovseossis e ivsns oms s som R A 30 9235 ARSI DA

DITERIMA OLEH :
TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
Tanggal : cssvaemisemie

. MENGETAHUI :
. PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *)

WAIJIB PAJAK / PENYETOR

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

Nomor Dokumen :

:ndapatan Daerah

NOP PBB Baru




B | EMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
; DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

( SSPD - BPHTB )

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar §

Untuk Bank yang

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

Ditunjuk / Bendahara
Penerimaan

1. Nama Wajib Pajak
2. NPWP

3. Alamat Wajib Pajak
4, Kelurahan/Desa

¥ Kabupaten/Kota

l I l J I | . | | D ‘ | I | rT | J Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Blok/Kav/Nomor

5. RT/RW : 6. Kecamatan

o woseros - [ [ [ [ ] ]

i 1. NOPPBB

| 2. Lokasi Objek Pajak

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak PBB

01 O] g LEbd b

I l D pada SPPT PBB

Blok/Kav/Nomor

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pasar

16. Nomor Sertifikat Tanah : ( ] ]

HENEEEEEEEEREREN

-3 Kelurahan/Desa 4. RT/RW : 5. Kecamatan
6. Kabupaten/Kota Kode Pos ]:]:]:I:[:]
Penghitungan NJOP PBB :
iisi 0 Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
Objek Pajak Diisi luas tanah dan afau bangunan S ‘ ] y Luas x NJOP PBB / m?
yang haknya diperolch perolehan hak/Tahun ........
7. Luas Tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)/m’ (angka 7 x angka 9 )
Tanah (bumi)
RP.  coveoreeemsoeeeseresemsoners s nssssssesesses 11. |Rp.
8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m’ (angka 8 x angka 10)
Bangunan
..................................................... m? Rp. 12. |Rp.
{ angka 11 x angka 12 )
NJOP PBB : 13. ’RpA
14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan : ED Diisi sesuai petunjuk pengisian SSB

=

PENGHITUNGAN BPHTB

(Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak)

Dalam Rupiah

Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP )

Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP )

Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ({ NPOPKP )

angka 1-angka 2 3

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang

5% x angka 3

Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *)

50% x angka 4

vV |V |V |V |V

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar

[oa B 2 B -4

\%

=

*) Coret yang tidak perlu

D b. STB/SKBKB /SKBKBT *)

D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi : D:j’%
[] 6 oo

Jumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )
D a. Penghitungan Wajib Pajak

NOMOE | ssssmssnsommmasmmissnmsssmonssiso Tanggal : .o,

Jumiah Pembayaran : Rp

- TerDIang & oo s

MENGETARUI :
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *) Tanggal @ ..o,

DITERIMA OLEH :

Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan

WAIIB PAJAK / PENYETOR

Nama lengkap dan tanda tangan

lanya diisi oleh

etugas Dinas
endapatan Daerah

Nomor Dokumen :

NOP PBB Baru

HEEREEREEEEREEEERREN

[ OO Oy o) gty o
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Langkah 5

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3 dan 4 dari Bank yang
Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Wajib Pajak kemudian melakukan proses berikutnya,
yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB ke Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan
Daerah.




LAMPIRAN /Il : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN
PAJAK DAERAH — BPHTB ( $SPD — BPHTB )

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang tercantum
dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan oleh Wajib Pajak
melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan Surat Setotan Pajak
Daerah BPHTB melalui Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB dilakukan oleh Fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan
Daerah. Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka Fungsi
Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
Pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan
®

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak yang

tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Fungsi pelayanan berwenang

dan bertugas untuk :

- Meminta data terkait objek pajak kepada fungsi Pengolahan dan informasi;

- Memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

- Menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data dan informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak. Fungsi ini menyediakan

data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan. Fungsi Pengolahan dan Informasi

berwenang dan bertugas untuk :

- Mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah wewenangnya;
dan

- Menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.




LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Wajib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang dibutuhkan

untuk penelitian SSPD BPHTB. Dokumen pendukung terdiri atas :

- SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah ( NTPD) / SSPD BPHTB
disertai Bukti Penerimaan Daerah ( BPD );

- Fotocopi identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/Surat Izin
Mengemudi/ Paspor );

- Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotocopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal
transaksi waris;

- Fotocopi identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

- Fotocopi Kartu NPV/P;

- Dokumen pendukurig lain yang diperlukan.

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB. Wajib Pajak
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB

(lembar 4 ), dan dokurnen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB, SSPD BPHTB
(lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek pajak berdasarkan Formulir Permohonan
Penelitian SSPD BPHTB yarng diterima. Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan
menyampaikan Form Pengajuan Data kepada Fungsi Pengolahan Data & Informasi.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerirma Form Pengajuan Data dari Fungsi
Pelayanan. Fungsi Pengolahan Data & Informasi menarik data yang dibutuhkan dari
sistem database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian
mencantumkan informasi objek pajak pada Form Pengajuan Data. Fungsi Pengolahan
Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data objek pajak dari
Fungsi Pengolahan Data dan Informasi. Fungsi Pelayanan kemudian memeriksa
kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan dokumen pendukung SSPD
BPHTB berdasarkan data objek pajak dari Fungsi Pengolahan Data & Informasi. Dalam
kondisi tertentu, Dispenda berhak melakukan penelitian lapangan untuk mengecek
kebenaran data secara riil.




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4
( SSPD - BPHTB )

Untuk Dispenda
Dalam Proses

MERINTAH KABUPATEN KATINGAN BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHILJAN OB.JEK PAJAK Penelitian

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB)

b 1. Nama Wajib Pajak

2. NPWP t { I l I [ l ] [ ‘ l ] D I l l ] L l I ’ Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimilik
' 3. Alamat Wajib Pajak ; Blok/Kav/Nomor :
4. Kelurahan/Desa 4 5. RT/RW : 6. Kecamatan

7. Kabupaten/Kota ; ‘ 8. Kode Pos ; D:E[D

1 NOP PBB ; f [ [ [ [ ] [ I [ [ m’—[_] L L[ ] [ [ [ ] DSgiwsess;:l:;z’;zgunNommomkpajakpm

2. Lokasi Objek Pajak Blok/Kav/Nomor :

3. Kelurahan/Desa : 4. RT/RW : 5. Kecamatan

6. Kabupaten/Kota ; Kode Pos : ‘:D:D:’

Penghitungan NJOP PBB :

jisi } Diisi berdasarkan SPPT PBB tahun terjadinya
Objek Pajak Diisi Juas tanah dan atau banqunan lisi sa ] \ Luas x NJOP PBB / -
yang haknya diperoleh perolehan hak/Tahun .........
7. Luas Tanah (bumi) 9. NJOP tanah (bumi)/m? (angka 7 x angka 9)
Tanah (bumi)
] eererrerereserieseneseseseaseeesaessnstananaassssasans m R coscommmorvenimrsnsss s 6000 s nmann
8. Luas bangunan 10. NJOP bangunan/m’?
angunan .
...................................................... m BIE 005500 s mmsmmmsmsmmes s sesmn s osmntase s
(angka 11 x angka 12 )
NJOP PBB : 13, [Rp, ............................................

14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan : Dj Diisi sesuai petunjuk pengisian SSB

15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pasar [Rp. ............................................................

somorsewsiorranan: [T 1 [ T T 1111 [ 1T TTTTT]

[. PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah
Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) 1 S
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 >
‘8 Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka 1-angka 2 3 B
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 %
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelolaan *) 50% x angka 4 5 %
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus clibayar 6 %
0. Jumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )
D a. Penghitungan Wajib Pajak
D b. STB/SKBKB /SKBKBT *) Nomor B e eneanness e s s Tanggalis owsneepsnmapassag
D c. Pengurangan dihitung sendiri menjadi 5 [:] %
*) Coret yang tidak perlu
Jumlah Pembayaran : Rp
TOEDTIANE, & covvvscvuivsssssmsrssssnsysms ssss 1805 foon s fmasan ammmmeems s e ess et essonem s es e eses
MENGETAHUI : DITERIMAOLEH: | Bl
PPAT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIB PAJAK / PENYETOR
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *) Tangal fussermmuis i
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangzn Nama lengkap dan tanda tangan
finya diisi oleh
elugas Dinas Nomor Dokumen : ] ] T L l i ] } I ! I } l ' l
fndapatan Daerah _
voeesssans < [ [ ] LT ] [TT] CTT] OO0 [T 110 [




CONTOH DOKUMEN FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

FORMLILIR PERMOHONAN PENELITIAN $SPD - BPHTB

Nomor

Lampiran : 1 (satu)

Hal . Penyampaian SSPD BPHTH untuk diteliti
Kepada Yth

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan

Yang bertanda tangan di bawah inj :
Nama Wajib Pajak " RSNNESES fo w8 B 5585 3 o e g o o 5 5 RS 5 e e s e e ettt e

NPWP LD L) O O T LT

Alamat e

Bersama ini menyampaikan SSPD - BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanzh dan/atau bangunan

sebagai berikut :

NOP L0 OO O OO O OO0 0

Alamat e e R S e e e e e e e AT HHiA e s eomumesnsisost st 7% SG3S SO B TR SR S R

Desa/Kelurahan e e e 8 e SR o et e e ettt St
Kabupaten/Kota L D R e b £ 58 SRS s s s e RS £33 e et e e et eeeee s

Terlampir dokumen sebagai berikut :
(1) SSPD - BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPD - BPHTB disertai bukti

Penerimaan Daerah (BPD)*)
(2) Fotocopi SPPT atau STTS/Struk ATM bukti pemtiayaran PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya Tahun................. *)
(3) Fotocopi Identitas Waijib Pajak DerUPa........oooiiie e
(4) Surat Kua Surat Kuasa dari Wajib Pajak **)
(5) Fotocopi Identitas Kuasa Wajib Pajak ** )
(6) Fotocopi Kartu NPWP
(

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD - BPHTB.

Keterangan : ‘
*) Coret yang tidak perlu Wajib Pajak/Kuasa Waijib Pajak * )
®n dalam hal dikuasakan

PENELITIAN

Setelah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD - BPHTB dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak, dengan ini
kami menyatakan bahwa':

- Data objek pajak yang tercantum dalam SSPD - BPHTB telah sesuai
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD - BPHTB telah sesuai
- Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

Fungsi Pelayanan




CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 1

FORM PENGAJUAN DATA

Dengan hormat,
- {Sehubungan dengan proses penelitian SSPD - BPHTB yang sedang berjalan, dergan ini kami mengajukan

permintaan data terkait perolehan hak bumi dan/atau bangunan atas :

Nama Waijib Pajak O —————
HEN

NPWP L L O [T

Serta data objek pajak atas :

Nomor objekPajakvoP) | | | [ T ] [T T[] (1] [T 1T [T I [

Atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Fungsi Pelayanan




CONTOH DOKUMEN FORM PENGAJUAN DATA Hal 2

DATA DBJEK PAJAK

Dengan hormat,
Dibawah ini merupakan data yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD - BPHTB, yaitu :

; ::r:vaPWajib Pajak ll][l]’ ..... lllllll ..... | ..... l ] ...... D ................................

aNomorobekPaiakvor) = | [ | [T ] LT ] 1) O] I [

7. RT/RW § emsasdimmedhensmesssmnsnmns
9. Kabupaten/Kota : ...

5. Letak tanah/bangunan PP PPUPUTUUPPU
6. kelurahan/Desa e
8. Kecamatan VPRSI

Penghitungan NJOP PBB :

Luas NJOP PBB / m?
Uraian (Diisi luas tanah dan atau ( Diisi berdasarkan SPPT PEB tahun Luas x NJOP PBB / m?
bangunan yang haknya terjaclinya
diperolizhnya) perolehan hak/tahun.............. )
Tanah (bumi) 7 m?| 9 11 |Rp
Bangunan 8 m?| 10 12 |IRp
NJCP PBB 13 |IRp

Semoga data ini berguna dalam proses penelitian SSP - BPHTB. Terima Kasih

Fungsi Pengelolaan Data
& Informasi
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Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan kelengkapan
dokumen terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4 ) sebagai
dokumentasi. Fungsi Pelayanan lalu menyerahkan SSPD BPHTB ( lembar 1, 2, dan 3)
kepada Wajib Pajak.

Langkah 6

Waijib Pajak menerima 5SPD BPHTB (lembar 1,2 dan 3 ) dari Fungsi Pelayanan.

ff"/'?@//w"'lii[%\!gATlNGAN,

,ﬁ%{? 4
/ﬂ . \"'&\\:\X \




PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

LAMPIRAN IV :

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA
KE KEPALA KANTOR BIDANG PERTANAHAN

. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak kepemilikan

tanah. Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah kepada Kepala Kantor

Bidang Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai prasyarat penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan setelah pemindahan hak atas tanah telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang

Pertanahan.

. PIHAK TERKAIT

1.  Wajib Pajak selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang menyediakan dokumen-dokumen pendukung pendaftaran akta
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib Pajak menyerahkan dokumen-

dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah.

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran akta pemindahan hak atas tanah ke
Kepala Kantor Bidang Pertanahan. PPAT berwenang dan bertugas untuk :

- Mengajukan pendaftaran pemindahan hak atas tanah; dan

- Menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau

Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Bidang Pertanahan.

3.  Kepala Kantor Bidang Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah wewenangnya.
Dalam prosedur ini Kepala Kantor Bidang Pertanahan berwenang dan bertugas untuk :

- Memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan pendaftaran hak tas tanah; dan

- Memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.



LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak menerima Surat

Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan 3. Sedangkan, Wajib Pajak
memperoleh Bukti Penerimaan S5P PPh Pasal 4 ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan
melalui Kantor Pelayanan Pajak. Wajib Pajak lalu menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh pasal 4 (2)
kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 2 dan lembar 3,
serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) dari Wajib Pajak. PPAT kemudian menyiapkan
draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT mengarsip SSPD BPHTB
lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah dengan menyerahkan
draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB (SSPD BPHTB) lembar 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada Kepala
Kantor Bidang Pertanahan.

Langkah 4

Kepala Kantor Bidang Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran
perolehan/peralihan hak atas tanah. Kepala Kantor Bidang Pertanahan kemudian menelaah
kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Kepala Kantor Bidang
Pertanahan lalu memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah.

Langkah 5

Kepala Kantor Bidang Pertanahan mengarsip Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB) lembar 3. Kepala Kantor Bidang Pertanahan lalu menyerahkan draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2)
kepada PPAT.



SURAT SETORAN PAJAK DAERA?.H )
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 3

(SSPD - BPHTB )

- S = e S

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN oBJ

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( SPOP PBB )

Untuk Kepala Kantor
Bidang Pertanahan

EK PAJAK

. Nama Wajib Pajak E ~ - } ” | B
ED E[__—[ ] E_ EI:] D D: D Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

. NPWP s
Blok/Kav/Nomor

Alamat Wajib Pajak

Kelurahan/Desa i 5. RT/RW : 6. Kecamatan

. Kabupaten/Kota

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak PBB

O [ (T0O OO OO g O

Blok/Kav/Nomor

. NOP PBB

. Lokasi Objek Pajak

Kelurahan/Desa 1 4, RT/RW : 5. Kecamatan :

. Kabupaten/Kota

Penghitungan NJOP PBB :
Obiek Pajak Diisi luas tanah dan atau bangunan Diisi berdasarkan SPPT P?B tahun terjadinya Luas x NJOP PBB / m?
: ' yang haknya diperoleh perolehan hak/Tahun ........
7. Luas Tanah (bumi} 9. NJOP tanah (bumi)/m’ (angka7 xangka 9)
A Tanah (bumi) . o Rp. 1. |Rp.
8. Luas bangunan
gangunan 2 RO 12. |Rp.
(angka 11 x angka 12 )
NJOP PBB : 13. !Rp.
1 14. Jenis perolehan hak atas tanah dan/bangunan : D:) Diisi sesuai petunjuk pengisian SSB
15. Harga transaksi yang terjadi pada perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan / Nilai Pasar lg .........................................................
16. Nomor Sertifikat Tanah : [ I l [ ] [ 1 I | I l l l l l ‘ I l lJ
PENGHITUNGAN BPHTB (Hanya diisi berdasarkan Penghitungan Wajib Pajak) Dalam Rupiah
A Nitai perolehan Objek Pajak ( NPOP ) X %
i Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) 2 5
Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak { NPOPKP ) angka 1-angka 2 3 5
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 5
Pengenaan 50% karena waris / hibah wasiat / pemberian hak pengelclaan *) 50% x angka 4 5 P
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang harus dibayar 6 >

Jumlah Setoran berdasarkan : ( Beri tanda silang "X" pada kotak yang sesuai )
D a. Penghitungan Wajib Pajak

D b. STB/SKBKB /SKBKBT *) Nomor

D ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi

] e

TEEDIANE T vovveereeere e
MENGETAHUI : DITERIMA OLEH :
AT / NOTARIS / KEPALA KANTOR LELANG / PEJABAT LELANG TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB WAJIB PAJAK / PENYETOR
5 KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN/KOTA *) TaNEEAL Tummmumnesmaina
Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap, stempel, dan tanda tangan Nama lengkap dan tanda tangan
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Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta Pemindahan Hak

atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah
ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.




LAMPIRAN YV : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TANGGAIL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

ﬂ A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank yang
ditunjuk/Bendahara Penerima dalam melaporkan penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib
Pajak. Prosedur ini juga meliputi proses pelaporan yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah atas setiap Akta pemindahan hak yang telah diterbitkan.

Prosedur ini melibatkan Bank yang ditunjuk atas penerimaan pembayaran BPHTB dari

Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan Kas Daerah.

B. PIHAK TERKAIT

1. Bank yang ditunjuk

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui
mekanisme penyetoran ke kas rekening penerima Kas Daerah. Bank yang ditunjuk

berwenang dan bertugas untuk :

= Menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak

= Menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara Penerimaan atas
setiap pembayaran BPHTB melalui rekening penerimaan kas daerah; dan

= Menyiapkan Register SSPD BPHTB.

2. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetor,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja SKPD. Dalam prosedur ini Bendahara

Penerimaan berwenang dan bertugas untuk menyiapkan laporan Realisasi PAD.




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1.

C.2.

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank yang ditunjuk

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya Bank yang ditunjuk mengarsipkan SSPD BPHTB
lembar 5 dan setiap $SPD BPHTB lembar 6 setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari
Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran ke rekening kas daerah.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang ditunjuk menerbitkan Nota
Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB
dari Wajib Pajak. Bank yang ditunjuk mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank yang ditunjuk kemudian menyerahkan Nota Kredit ke Bendahara Penerimaan atas

setiap penerimaan Kas Daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan
kemudian mencatat penerimaan BPHTB ke Buku Penerimaan dan Penyetoran.
Bendahara Penerimaan juga mencatat penerimaan BPHTB ke dalam Register STS.

Langkah 5

Secara periodic, Bank yang ditunjuk menyampaikan Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan SSPD BPHTB lembar 6 ke Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampiri
dengan SSPD BPHTB lembar 6.

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5
danlembar 6 atas setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak secara-tunai

melalui Bendahara Penerimaan.



C.3.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bendahara Penerimaan mencatat
penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga
mencatat SSPD BPHTB ke dalam Register SSPD BPHTB. Bendahara Penerimaan
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Secara periodic, Bendahara Penerimaan menyampaikan Resgister SSPD BPHTB yang
dilampirkan dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta

Register STS kepada Fungsi Pembukuan & Pelaporan.
Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB yang dilampirkan
dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan & Penyetoran, beserta Register STS.

Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, PPAT menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan PPAT juga menerima SSPD BPHTB
lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau

Bangunan atas akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3

PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau
Bangunan ke Fungsi Pembukuan & Pelaporar.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak

Atas Tanah dan/atau Bangunan.
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA

PANDUAN PENGISIAN LAPOFRAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Diluar Tabel
Nama PPAT

Alamat

NPWP

Daerah Kerja
Kabupaten/Kota
Bulan

Tahun

Didalam Tabel
Kolom 1
Kolom 2
Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5
Kolom 6

Kolom 7

Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti. Contoh : Octavianus,
SH, atau Birgitta, SH.

Alamat PPAT yang bersangkutan.

NPWP PPAT yang bersangkutan.

Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan. Contoh : Kabupaten Pulau Tidung.
Kantor wilayah pemerintah daerah. Contoh : Kabupaten Pulau Tidung.
Bulan bersangkutan.

Tahun bersangkutan.

Nomor urut pengisian tabel.

Nomcr berdasarkan nomor akta yang dibuat PPAT yang bersangkutan.
Tanggal pembuatan akta, pengisian menggunakan angka.

Contoh : tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011 ditulis; 4-10-2011.
Bentuk perbuatan hokum. Contoh : jual beli, tukar menukar, hibah, dsb.
Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan/memberikan. Contoh :
John beralamat di JI. Industri Raya No.9 dengan NPWP 49.171.680.9-
045.000 (baris selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara penulisan seperti
kolom 5}).

Jenis dan nomor hak.

a. Apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan jenis, nomor hak dan
kelurahan/desa sesuai yang tercantum di sertifikat.

- Hak Milik N \Y/
- Hak Guna Usaha U
- Hak Pakai P
Contoh : Hak Milik No.373/ Industri Raya terletak di Kelurahan

Kemayoran Utara.



Kolom 8

Kolom 9 dan 10

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

b. Apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohi dari pajak yang
bersangkutan berikut persilnya atau nomor dan tanggal alat bukti hak

yang bersangkutan.

Contoh . Verosponding Indonesia Kohir nomor 47/465 masa
pajak tahun 1960-1964

Ditulis : V.1 No0.47/465 tahun 1960-1964

Contoh . Patuk Pajak C. No,395 Blok II.D persil 30

Ditulis : C.No. 395 Blok I.D ps.30

Letak Tanah dan/atau Bangunan, untuk kejelasan dapat menyebut

kelurahan/Desa yang bersangkutan.

Diisi luas tanah dan/atau Bangunan yang dialihkan / diperoleh / dibebani

Contoh . Jual beli tanah seluas 200 M? dengan bangunan lantai
dasar seluas 50 M? dan lantai satu seluas 25 M?

Tulis : Kolom 9 =200, Kolom 10=75

Diisi harga yang sebenarnya sesuai dengan akta.

Contoh . Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000,-

Ditulis : Seratus juta rupiah.

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan perbuatan hukum
pemberian Hak Tanggungan atau pemberian kuasa membebankan hak
tanggungan tetap dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT

Contoh 1 :  Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada pada
SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB) adalah Rp.
250.000.000,-

Ditulis . Dua ratus lirna puluh juta rupiah.

Contoh 2 . Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah dan

keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah
seluas 100 M? dan bangunan 25 M? adalah sebagian
tanah atau seluas 50 M” dan keseluruhan bangunan
seluas 25 M™.

Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000,-
(untuk 100 M3 dang bangunan adalah Rp.
50.000.000,- (untuk 25 M?) maka :

- NJOP tanah seluas 50 M? : Rp. 100.000.000,-
- NJOP bangunan seluas 25 M? : Rp. 50.000.000,-
- Total NJOP :Rp. 150.000.000,-

Ditulis : 150.000.000,-

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya
pembayaran PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau
Bangunan (data diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3) dan besarnya

pembayaran BPHTB.



Kolom 18 . Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang diperoleh / dialihkan

dengan keterangan.

a.

Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan/atau bangunan.
Contoh : - Seluruh tanah bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan

Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian akta dan dokumen
ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Diisi nomor daftar Isian
(pendaftaran) dan/atau tanggal penyampaian.
Contoh : - d.i301/4097/11 atau

- Tanggal 10-7-2011

Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat dengan
penerima hibah wasiat

Contoh . hibah wasiat dari ayah ke anak

Ditulis . ayah —anak
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C.4. Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur Cl, C2, C3, maka Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima
dokumen berupa Register SSPD BPHTB, SSPD BPHTB lembar 6, Buku penerima &
Penyetoran, Register STS dan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Atas Tanah

dan/atau Bangunan.

Langkah 2

Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan & Pelaporan menyusun Laporan
Realisasi BPHTB.
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LAMPIRAN VI :  PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR  15TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses yang
dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang yang disebabkan
kerena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB, tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,
dan kena bunga/denda.

% Prosedur penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar BPHTB/Kurang
bayar Tambahan BPHTB yang masih kurang dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak oleh Wajib Pajak atau atas Surat
Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menindak lanjut Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB terutang hingga

jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database. Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Daftar SKPD Kurang
Bayar BPHTB dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang berdasarkan Surat
Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan
menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi BPHTB terutang.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan pertugas untuk :
* memeriksa SSPD BPHTB;

» menerbitkan STPD BPHTB;

» menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB;

= menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB.




C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

C.1. Penetapan STPD BPHTB

C.2.

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi Penagihan
mengarsib SSPD BPHTE yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu menerima setiap SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan
kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB
dicetak rangkap dua.

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2)

Langkah 6
Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepala wajib pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang
telah dikirimkan kepada wajib pajak.

Langkah 8

Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan
prosedur pembayaran BPHTB.

Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar BPHTB/Kurang Bayar
Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka fungsi penagihan akan
mengarsip SSPD BPHTE yang telah dibayarkan oleh wajib pajak.



Gl

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima)
tahun semenjak dibayar oleh wajib pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. Atas SSPD BPHTB yang ternyata
kurang bayar, Fungsi Penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang kurang bayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar

yang kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan SKPD Kurang
Bayar (rangkap dua) dan SKPD Kurang bayar Tambahan (rangkap 2).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurung Bayar (Iémbar 2) dan SKPD Kurang Bayar
Tambahan (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar
Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar tersebut atas setiap SKPD
Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar tambahan atas setiap
SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tambahan dan
membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1
Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar

Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :
= Daftar STPD BPHTB

= Daftar SKPD Kurang Bayar

= Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan



Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi penagihan memantau surat

ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuan) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan menghubungi dan
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih
terutang. Pendekatan persuasif, meliputi :

= Menghubungi Wajib Pajak melalui telpon

* Mengirim Surut Pemberitahuan dan Himbauan.

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran
Pajak secara mengansur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih

terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau pembayaran
Pajak secara mengansur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan

menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah 5
Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).
Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembaran 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Wajib pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat Teguran yang
dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Catatan :

Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap pemerintah daerah juga dihimbau

untuk menetapkan peraturan kepada daerah mengenai prosedur penerbitan :

» Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo;

= Surat penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh tempo;

= Surat Keputusan Pernbetulan atas permohonan pembetulan Surat Ketetapan BPHTB
oleh Wajib Pajak; °

= Surat Keputusan keberatan atas pengajuan keberatan surat ketetapan BPHTB oleh
Wajib Pajak;



/

STPD BPHTB

PEMERITAH KABUFPATEN KATINGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor : Tahun:
Tanggal Penerbitan :
. . . R oninse wbommrsis s aizess s o5 52
Jumlah pajak yang terutang yang masih harus dibayar :
Letak Objek Pajak Nama & Alamat Wajib Pajak
Kabupaten/Kota :
Kecamatan = s s s sess svesues snssssses sessssssss semes vevasesss sesoe
Desa/Kelurahan s s camsamesnsmmm s s s s s s s 2 st HE
Alamat: e e
NOP : NPWP :
Perincian Pajak yang Terutang
1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPDB Kurang Bayar/SKPDB Kurang Bayar Tambahan®)
Rp.
Tahun ..............
2. Telah dibayar tanggal Rp.
3.
Pengurangan Rp.
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2+ angka 3) Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 - angka 4 Rp.
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan Rp. (angka 5) Rp
7. Pajak yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikuriang angka 1 Rp
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 +7) Rp
Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :
PERHATIAN ] e eessseaeny seveeereens 2011

1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah &
Bangunan (STP BPHTB ini harus dilunasi paling lambat
satu (1) bulan sejak tanggal diterima.)

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan,

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaan sita, dan
lelang.
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SURAT TEGURAN

PEMERITAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDAFATAN DAERAH

Kepada Yth,
Nama

NOP
Alamat

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :

NOP, NO & TANGGAL STPD
. . . Tanggal Jatuh Tempo | Jumlah Tunggakan
Jenis Pajak | Tahun Pajak | BPHTB/SKPDB KURANG BAYAR/SKPDB .
. Pembayaran Pajak (Rp)
KURANG BAYAR TAMBAHAN (*)
(*) Coret yang tidak perlu Jumlah

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Kepada Daerah

Nomor ...... Tahun ...... tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, maka diminta kepada Saudara agar

melunasi Jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera

melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA
PULUH SATU) HARI SETELAH TANGGAL SURAT
TEGURAN INI

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan,

NIP
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Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat ketetapan BPHTB oleh
Wajib Pajak.
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LAMPIRAN VIl :  PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TANGGAL 2 AGUSTUS 2011

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Proses pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi Pelayanaan

dalam menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB
terutama dari Wajib Pajek. Fungsi Pelayanan kemudian menelaah dan memeriksa

pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data terkait

objek pajak.

Pemberian pengurangan séndiri dilakukan berdasarkan Peraturan kepala Daerah

yang berisi tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan.
Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & informasi sebagai pihak yang
memiliki dan mengelola database objek pajak di Wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak

Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB terutang
menurut surat ketetapan BPHTB yang telah diterbitkan sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenangdan bertugas untuk :

menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan pengurangan
BPHTB

menerbitkan Tanda Terima pengajuan pengurangan BPHTB

mengajukan data terkait objek pajak kepada fungsi Pengolahan Data & Informasi.
menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

menerbitkan Surat Penolakan pengajuan Pengurangan BPHTB atau Surat

Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengelolaan Data & Informasi

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak, dan
menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirim Surat Pengurangan BPHTB yang melampirkan dengan dokumen
pendukung pengajuan pengurangan dan Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepadda fungsi

Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. Fungsi
Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada
Wajib Pajak.

Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan. Berdasarkan
dokumen tersebut, fungsi Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait
objek pajak dengan menyiapkan Form pengajuan data.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan mengirimkan Form pengajuan data kepada Fungsi Pengolahan data &

Informasi.

Langkah 5
Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data. Fungsi
Pengolahan Data & Informasi kemudian menarik data terkait objek pajak dari Database

Objek pajak.

Langkah 6
Fungsi Pengelolaan Data & Informasi mengisikan form Pengajuan data dengan data

terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Pengelolaan Data Informasi mengirimkan Form Pengajuan Data (yang telah terisi)

kepada fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB
berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksa juga dilakukan
atas kekesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan ketetapan atau kriteria dalam

Peraturan kepada Daerah.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :

» Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau
» Surat keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui)



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN
Nomor : ...............

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

: Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan atas Nama .....cccce i e SrsssssEage

NOMOF ; socomsmmmmsmmnensmmnams tanggal coveeveeeeenes
: a. hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas

Tanah dan Bangunan yang terutang sebagaimana dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan :
Nomor ...
Tanggal
b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alas an untuk mengurangkan
besarnya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang ;
: 1. Peraturan Kepala Daerah Nomor ...... Tahun ...... tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan.
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ...... Tahun ...... Tentang Pemberian
Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN

TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS
TANAH DAN BANGIJNAN YANG TERUTANG.

: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan
pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang
terutang kepada Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak T seasegese e e SO re sRa e b S s see de so e

Alamat Wajib Pajak L ——

Letak Objek Pajak S

Tahun BPHTB B s s A i R R SR A

Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunannya dengan :

Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen
lainnya **) :

- Nomor P,



Letak OBJEK : covreerrerceiriies ettt

Desa/Kel e s e sesn SRS AR e e e e o
Kecamatan e eviitasiesibaaeesanesaseeaeeta e et ataases
Kab./Kota VROV

KEDUA - Sesuai dengan keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA,

maka Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :

a. BPHTB Terutang RP. oo
b. Besarnya Pengurangan (........cc...- ) 2 R —— -
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar 2o IR —
(SEDESAT fuuveurrunrecirmraersses s i SNTEE— )

KETIGA : Apabila dikemudian hari terrnyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT - a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak :

b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan

Kabupaten Katingan

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal ...

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah
Kabupaten Katingan

*) Coret yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan



(1si121) B1EQ
uenfebuad
wioq

seled ¥2lqo exis L
ejeq uedelfuad

3

eieqg
uenlebusd
wiod

sefed %¥9ld0
aseqeled

jeins yepnses
uejng (ebn) €
jequiel Buljed

g ugesyuswad BJedy
ejeg ueydelAusiy

ueBSYHaWAd g1Hdg uebueinbuad
elROY B)ISG uesnjndayt 1eing g1HdE
UeesyIsad (CERIENEE] ueBueinbuad uenfebuad
eleoy Bjlieg eleoy ejlsg uexe|ousd Jeing
EERPEVER]
elROY BllISG
:mm%m_“wwmon_ ueoue.nouadd UBDUBINOUSY
uenfebuad jein uenfefuad ue
ol [ d jeing enfebuad uexejousd

Jeing  ueesyuatiag
eJE0Y Bjuag uexdelAusy

disiy

(isual) eed
uenfeBuad wio4 % >

inmasia

eona

Jejola

o

uebueinbusd uenfeBuad
esyUawaW uep yeesusiy

ejleq
uenfeBuad wiod

A

sefed yalqo yiexis)
eleq ueynfebusy

uebueInbuad
ueniebusd e

epue] Buequiusiy

uebueinbued
uesnjnday| jeng

Dusd W

0]
b

A

disiy

g1Hd8
uebueinbuag
uenfeBuad jeing

d1Hdd
UeleAeqUISd INpasold

g1Hdg
uebueinbuad
uvenfebuad
uBjE|OUSd 1BING

Q1Hdg ueBuemnbuag
yenedusg
BUILAJ BPUE|

Bunynpuad
uswnyeq

g1HdA vedelziey

A

g1Hd8
uedeisiey

Jeing UeUlES

181N UBUIES

91Hd8
uvebueinfuag
uenfebuad jeing ueBueinbusg
uenfeBusg
Bunynpuad Bunynpuad uswNyop

ustnyoq ueBuap udweq

UBYEQqUE |
sefeg Bueiny/ieeg
Bueinyueyibe]
1eing uedejausd npasold

%

§1Hdg uedelaiey jeing
seje ueBueinBuag ueynfebusyy

‘g1Hdg ueredequed
jopesoid  ueBusp  fensss uelefequad  ueymYejBW
uep giHdg uedejeley jeins ewususw sefed  dilem

“yeled qiEm
epeday (inlnjasip Buek 1Beq) 8LHdg uebuenBuag uesnjnday|
jeng neje (ejowp Buek 1beq) @iHJE uebuemnbusd
uenfebuad uexejousd jeing uexwuibusul ueuefejad 1sBun4

‘UeESHIIaWA BIROY ejuag disiebusw usuedelad 1sBuny

(inimyastp Buek ynjun) g1Hdg vebueinbuad uesnjndey jeng
‘neje (eloy ip buek

¥nun) glHdg uebueinbBusy ueniebusq uexejoudd jeing -
‘Uep ueesyaWad BJedy ejuag uesdelfusw ueuekelsd 1s6un4

BULISp
yeje) Buek yeled yelqo ejep uesiesepaq g1Hda uebueinbuad
uenlebusd esyueWaW UEp yeejpusll  ueuedejad 1sbund

‘ueueAejad 1sbun4 epeday (st yeje} Buek) eieq uenfebuad
wio4 ueywibusw isewlop] R Beg ueyejobuaq 1sbund

“Yefed yalqo yiexsa) eyep uebuap eeq
ueniebuag wio4 I1sibusw sewloju| @ ejed ueyejoBuag 1sBund

“yefed yalqo aseqejeq uep yeled xalqo Jiexis) elep sueusul
ueIpnway Isewloju; 3 eleq veyejobuad isbund ‘ejeq uenfebusd
! wweuuo; 9 eleq  ueyejobuad isbund

‘|sewioju} 3 ejeq ueyejobuad (sbung
epeday ejeq uenfebuad wio4 uexwuibuaw ueuefelsd 1sbund

‘Bjeq uenfebuad uuo4 uexdeiiuow uebusp
yeled ¥alqo yexis) ejep ueejuuuad uesnfeBusw Uelpnuey
ueuefejad 19Buny InGesIs) UsLINYOp Uexiesepiag -ueBueinbued
venfebusd  uawnyop  disieBusw  ueuedejsd 1s6ung

“yeled qiieam epedsy g Hdg uebuesnBuad uenfebuad ewua |
epue] UejuSquisW UBIpNWLISY ueyibeusd 1sBuny ‘g1H4E
uebueinbuad uenfeBuad uswnop eulleuaw ueyibeuad 1s6und

‘ueuekejed Isbun4
epedey glHdg uedejsiay jeing ueuies Lep uebueinbusd
uenlebuad Bunynpuad uswnyop ueBuap dwejip buek g1Hdd
ueBuesnbusg uenfebusd jeng  ueswuibuaw yeled alem

1SewIojul @ ejeq ueyejobuad sbung

ueuefejed 1sbun4

sefed ailem

uelein

L

4!

W

7o)

o~

|

g1Hdg uebueinbuag uesnindey jeing cmaﬁmcma\,

¥V Nvove 'd



Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsipkan Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi
yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada
Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran sesuai

dengan prosedur pembayaran BPHTB.
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